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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pemaparan dalam pembahasan dan hasil wawancara 

tersebut, penulis menarik kesimpulan yaitu: 

Visum et Repertum sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri yaitu 

diperlukan adanya alat bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan adanya 

suatu delik pidana, selain itu Visum et Repertum mempunyai kedudukan yang 

penting didalam pembuktian kasus tindak pidana pemerkosaan dikarenakan 

dengan adanya Visum et Repertum dapat membuktikan suatu unsur-unsur 

tindak pidana pemerkosaan yaitu paksaan. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

Dikarenakan Visum et Repertum termasuk dalam alat bukti surat yang 

tercantum didalam Pasal 184 KUHAP maka didalam setiap kasus tindak pidana 

pemerkosaan hakim harus meminta Visum et Repertum kepada Dokter yang 

berwenang yang dibuat berdasarkan kepentingan peradilan, terhadap segala 

sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, 

berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan 

pengetahuannya yang sebaik-baiknya. 
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